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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Maatschap atau Partnership yang diartikan juga sebagai Persekutuan 
Perdata diatur dalam Bab VIII Bagian Satu, Buku III pasal 1618-1652 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).
1
 Dalam 
pasal 1618 KUHPerdata dijelaskan: “Persekutuan perdata adalah suatu 
perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk 
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi 
keuntungan yang terjadi karenanya”. Dalam buku terjemahan Subekti atas Wet 
Boek van Burgerlijk, Maatschap atau Persekutuan adalah suatu perjanjian 
antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan 
yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam 
suatu kekayaan bersama.
2
 Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang 
sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu,
3
 sedangkan "sekutu" 
disini artinya peserta pada suatu perusahaan.
4
 Jadi, persekutuan berarti 
perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan 
tertentu. Adapun persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk 
dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan. Dalam kepustakaan 
Hukum, padanan kata Maatschap ada yang menggunakan istilah Persekutuan 
Perdata, Perserikatan Perdata, atau Perseroan Perdata.
5
 Maatschap Menurut 
Rudhi Prasetya, memiliki 2 (dua) muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat 
komersial atau bisa pula untuk kegiatan nonkomersial termasuk dalam hal ini 
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untuk persekutuan menjalankan profesi. Pada saat ini yang paling banyak 
dipakai justru untuk kegiatan yang nonprofit kegiatan profesi misalnya, 
persekutuan di antara para pengacara yang biasa dikenal sebagai associated 
atau partner (rekan) atau compagnon yang disingkat Co.
6
 
Berbeda dengan Notaris, Persekutuan Perdata atau Perserikatan perdata 
dilarang bahkan diancam hukuman kehilangan jabatannya, hal ini dijelaskan 
pada Pasal 12 Stbl.1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya 
disebut PJN) yaitu, “Atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak 
diperkenankan mengadakan perserikatan untuk menjalankan jabatan mereka”. 
Pertimbangan untuk tidak melaksanakan para Notaris mengadakan perserikatan  
seperti yang dikemukakan G.H.S. Lumban Tobing, bahwa perserikatan 
sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu 
berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang 
dikehendakinya, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang 
Notaris. Selain dari itu adanya perserikatan di antara para Notaris dapat 
menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan 
kepada para Notaris. Sebaliknya dapat pula dikemukakan alasan untuk 
memperkenankan para Notaris mengadakan perserikatan di dalam menjalankan 
jabatan mereka sebagai Notaris, yakni bagi para Notaris yang telah agak lanjut 
usianya, dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi 
kesibukan mereka sebagai Notaris. Akan tetapi tidaklah boleh dilupakan, bahwa 
walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun di dalam 
mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana 
Notaris diangkat.
7
 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 
2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), maka berakhirlah 
ketentuan mengenai Jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Kolonial Belanda 
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yaitu Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860 No.3) atau yang 
lebih kita kenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris masih banyak mengadopsi dari peraturan 
Kolonial Belanda, sehingga menimbulkan pro dan kontra antar para ahli hukum 
dan Notaris sendiri. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lebih baik isinya dengan 
reglement1860. Terdapat permasalahan penting yang masih menjadi 
kekhawatiran dan perdebatan antar kalangan Notaris terhadap Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 UUJN terkait masalah perserikatan perdata. Perserikatan 
yang dulu diatur dalam pasal 12 PJN dilarang, kini diperbolehkan  yang diatur 
dalam pasal 20 UUJN. Kekhawatiran yang dimkasud disini adalah mengenai 
kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai 
Pejabat Umum, dengan bentuk perserikatan perdata menjadi sangat riskan 
untuk mempertahankan suatu kerahasiaan akta tersebut. Padahal Notaris 
disumpah untuk bisa menjaga kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuatnya. 
Berbeda dengan Negara Belanda yang sudah lama mempraktekkan perserikatan 
perdata dalam dunia profesi Notaris. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 
UUJN yang mengatur masalah perserikatan perdata justru menimbulkan 
masalah perbedaan pandangan mengenai perserikatan perdata. 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 UUJN perserikatan perdata 
diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 20: 
1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya. 
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan 
Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
Pertimbangan perserikatan perdata diperbolehkan bagi Notaris adalah dari 
sisi kebutuhan anggaran dalam mendirikan kantor baru, juga sebagai jalan 
keluar dari semakin banyaknya jumlah Notaris di Indonesia.
8
 Belum ada 
penjelasan resmi, terkait perubahan aturan ini. Ketika PJN masih berlaku 
Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan, baik menurut PJN 
maupun UUJN tidak akan ditemukan suatu alasan diperbolehkannya para 
Notaris bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris, atau dalam 
penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum, 
kenapa UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan Perdata Notaris.
9
 Meski 
demikian, ketentuan pelaksana dari Pasal 20 UUJN dibuat dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang 
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. 
Terdapat persoalan yang timbul terkait masalah perserikatan perdata bagi 
Notaris. Pasal 20 ayat (1) UUJN menyebutkan perserikatan perdata, jadi terlihat 
perserikatan perdata tersebut akan merujuk kepada aturan yang relevan, yaitu 
Bab VIII tentang Persekutuan (Maatschap). Namun, dalam pasal 20 ayat (3) 
UUJN tentang perserikatan yang kemudian peraturan pelaksananya berupa 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata menerangkan dalam pasal 1 ayat (1) Perserikatan Perdata 
Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan 
masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk 
mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. 
Sehingga terdapat perbedaan maksud Persekutuan Perdata menurut 
KUHPerdata dengan UUJN. Konsep kantor bersama hanyalah sebatas Notaris 
bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan dengan pengurusan, 
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pertanggung jawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian seperti 
dalam perserikatan perdata dalam KUHPerdata.  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 UUJN (selanjutnya disebut UUJN-P) tidak 
mengalami perubahan yang signifikan karena hanya bersifat mengulang atau 
tidak ada hal baru. Pengaturan mengenai persekutuan perdata di dalam Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2014 UUJN-P persekutuan perdata masih 
diperbolehkan hanya ganti istilah dari Perserikatan menjadi Persekutuan 
Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 20: 
1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya. 
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Dihapus. 
Diperbolehkannya persekutuan perdata bagi Notaris menimbulkan 
pertanyaan bagaimana Notaris bisa memperhatikan kemandirian dan ketidak 
berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Persekutuan perdata juga tidak 
menutup kemungkinan untuk membentuk digunakan sebagai monopoli akta. 
Seperti yang diungkapkan dalam bukunya Habib Adjie mengatakan bahwa, 
yang perlu dihindarkan jangan sampai terjadi suatu perserikatan perdata Notaris 
tersebut menjadi “Perusahaan Akta” dan juga monopoli yang berakibat Notaris 
yang membuka kantor sendiri (tidak berserikat) menjadi tersisihkan.
10
  
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan 
kajian hukum terkait dengan ketentuan Maatschap, baik dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam 
rumusan judul PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa perbedaan dan persamaan maatschap menurut KUHPerdata dengan 
Perserikatan Perdata menurut UUJN? 
2. Bagaimana Perserikata Perdata yang diperbolehkan oleh Undang-Undang 
Jabatan Notaris? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan maatschap 
menurut KUHPerdata dengan Perserikatan Perdata menurut UUJN. 
b. Untuk mengkaji dan menganalisis Perserikata Perdata yang 
diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam meneliti perkembangan 
hukum dibidang kenotariatan khususnya dalam bidang perserikatan 
perdata Notaris; 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori 
hukum secara kritis dan sistematis; 
c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister 
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
d. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dan 
mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian berdasar pendekatan 
masalah dan alternatif solusi terkait dengan pembangunan bangsa dalam 
bentuk tulisan ilmiah yang sistemtatis dan metodologis. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum kenotariatan 
terutama yang berkaitan dengan perserikatan perdata Notaris. 
b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya. 
c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh 
masyarakat dan mempelajari lebih lanjut oleh kalangan praktisi hukum 
dalam hal ini Notaris pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Notaris 
Dapat menambah bahan informasi, masukan bagi Notaris mengenai 
persekutuan perdata Notaris. 
b. Bagi Pihak Pemerintah 
Menambah referensi hukum sebagai informasi untuk mengetahui bahwa 
perserikatan perdata Notaris tidak tepat apabila diterapkan pada profesi 
Notaris, sehingga perlu dikaji kembali. 
c. Bagi Organisasi Profesi Notaris 
Memberikan referensi hukum yang berguna sebagaimana peraturan-
peraturan yang dibuat dapat memberikan jaminan kepastian hukum, 
keamanan serta kemudahan bagi Notaris. 
 
